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ABSTRAK

Pengusaha mikro di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung
Timur, menghadapi masalah rendahnya kepatuhan terhadap legalitas usaha, seperti Nomor
Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal, yang menghambat perkembangan usaha dan daya
saing produk lokal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi tentang regulasi dan
prosedur pengurusan legalitas usaha. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan program pengabdian
kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa Kuliah Kerja Sosial (KKS) bekerja sama dengan
lembaga pendamping. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman pengusaha
mengenai pentingnya legalitas usaha dan membantu mereka memperoleh sertifikasi yang
diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Pendekatan yang digunakan adalah
Asset-Based Community Development (ABCD), yang fokus pada pemberdayaan komunitas
dengan memanfaatkan aset yang sudah ada. Mahasiswa KKS bekerja dengan pengusaha untuk
memetakan potensi yang ada, seperti keterampilan pengolahan produk dan jaringan lokal.
Mereka memberikan pelatihan dan pendampingan dalam pengurusan NIB dan Sertifikat Halal,
dengan langkah-langkah yang sesuai regulasi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa
pendekatan ABCD membantu pengusaha memahami manfaat legalitas usaha, meningkatkan
kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat daya saing produk lokal, dan membangun
kepercayaan konsumen. Program ini terbukti efektif dalam memperkuat kapasitas pengusaha
desa dalam memenuhi kewajiban legalitas usaha, mendukung keberlanjutan, dan daya saing
produk lokal di pasar.

Kata Kunci: Kolaborasi, KKS, Pengusaha, NIB, Sertifikat Halal.

ABSTRACT
Abstract: Microentrepreneurs in Pugung Raharjo Village, Sekampung Udik District, East Lampung
Regency, face the issue of low compliance with business legality requirements, such as the Business
Identification Number (NIB) and Halal Certification, which hinder business development and
reduce the competitiveness of local products. One of the main causes is the lack of information
regarding regulations and procedures for obtaining business legality. To address this issue, a
community service program was carried out involving students from the Social Work Practice
Course (KKS) in collaboration with supporting institutions. The goal of this program is to increase
entrepreneurs' understanding of the importance of business legality and help them obtain the
necessary certifications to enhance consumer trust. The approach used is Asset-Based Community
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Development (ABCD), which focuses on empowering the community by utilizing existing assets. KKS
students work with entrepreneurs to map out local strengths, such as product processing skills and
local networks. They provide training and assistance in processing the NIB and Halal Certification
with steps that comply with regulations. The results of the community service program show that
the ABCD approach helps entrepreneurs understand the benefits of business legality, increases
compliance with regulations, strengthens the competitiveness of local products, and builds
consumer trust. This program has proven effective in enhancing the capacity of village
entrepreneurs to meet business legality requirements, supporting sustainability, and increasing the
competitiveness of local products in the market.

Keywords: Collaboration, KKS, Entrepreneurs, NIB, Halal Certification.

PENDAHULUAN

Desa Pugung Raharjo, yang terletak di Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten
Lampung Timur, memiliki potensi ekonomi yang besar melalui sektor usaha mikro kecil
berbasis produk lokal, seperti makanan olahan dan kerajinan tangan. Produk lokal ini
memiliki peluang luas untuk berkembang dan memperluas pasar. Namun, banyak
pengusaha di desa ini yang belum sepenuhnya memahami dan mematuhi regulasi yang
berlaku, terutama dalam hal kepemilikan legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha
(NIB) dan Sertifikat Halal.

Kepemilikan NIB dan Sertifikat Halal sangat penting karena tidak hanya menjamin
legalitas produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen di pasar domestik
dan internasional. Produk yang tidak memenuhi regulasi ini berisiko kehilangan pasar
yang lebih luas, terutama bagi mereka yang menginginkan jaminan kualitas dan keaslian
produk. Meskipun banyak pengusaha memiliki potensi, mereka menghadapi kesulitan
dalam memahami prosedur untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Halal. Hal ini
disebabkan oleh kurangnya informasi yang memadai dan pemahaman terkait regulasi
serta prosedur legalitas usaha. Akibatnya, mereka kesulitan memenuhi kewajiban
administratif yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar
produk mereka.

Kami memilih keripik tempe sebagai salah satu produk yang kami bantu untuk
mendapatkan legalitas, seperti Sertifikat Halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB), karena
keripik tempe memiliki potensi pasar yang sangat besar, baik di pasar lokal maupun
internasional. Sebagai produk olahan tempe, keripik tempe sangat diminati karena
memiliki nilai gizi yang tinggi dan merupakan camilan sehat serta ramah bagi konsumen
vegetarian dan mereka yang menghindari bahan-bahan kimia dalam makanan.

Dengan mendapatkan Sertifikat Halal, keripik tempe akan lebih diterima di
kalangan konsumen Muslim, sementara NIB memberikan jaminan bahwa produk
tersebut memenuhi standar legalitas dan kualitas yang diperlukan untuk bersaing di
pasar yang lebih luas. Selain itu, keripik tempe juga merupakan produk yang mudah
diolah dengan bahan baku lokal yang melimpah, sehingga dapat meningkatkan
perekonomian desa dan membuka peluang usaha yang lebih besar.

Tujuan pengabdian ini adalah membantu pengusaha mikro di Desa Pugung
Raharjo dalam memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, khususnya terkait
dengan kepemilikan NIB dan Sertifikat Halal. Kolaborasi antara lembaga pendamping
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dan mahasiswa Kuliah Kerja Sosial (KKS) bertujuan memberikan pendampingan praktis
yang langsung terhubung dengan kebutuhan di lapangan.

Mahasiswa KKS diharapkan dapat membantu pengusaha memahami prosedur
pengurusan legalitas usaha, mempercepat proses penerapan regulasi, dan
meningkatkan pemahaman mereka tentang manfaat legalitas usaha. Melalui kolaborasi
ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal
serta mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.

Di Desa Pugung Raharjo, meskipun banyak pengusaha yang menjalankan usaha
mikro kecil berbasis produk lokal seperti makanan olahan dan kerajinan tangan, mereka
menghadapi beberapa masalah yang menghambat perkembangan usaha mereka.
Permasalahan utama yang sering ditemukan adalah kurangnya pemahaman dan
kepatuhan terhadap peraturan legalitas usaha, khususnya dalam hal kepemilikan Nomor
Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal.

Beberapa masalah spesifik yang dihadapi oleh pengusaha di desa ini antara lain
kurangnya pemahaman tentang pentingnya memiliki NIB dan Sertifikat Halal, sulitnya
mengakses informasi tentang prosedur pengurusannya, keterbatasan sumber daya
untuk proses administrasi, minimnya akses ke pendampingan profesional, serta
kurangnya pengetahuan tentang manfaat legalitas usaha.

Masalah-masalah ini membuat banyak pengusaha di Desa Pugung Raharjo merasa
terhambat dalam mengembangkan usaha mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan peran
aktif dari lembaga pendamping dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk
memberikan bimbingan dan bantuan praktis dalam mengatasi masalah-masalah ini.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas topik terkait pendampingan
pengusaha mikro kecil dalam mengurus legalitas usaha dan sertifikasi produk. Studi
oleh Siregar dan Siregar (2020) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran pengusaha
terhadap kewajiban legalitas usaha disebabkan oleh kurangnya informasi serta
minimnya pendampingan dari pihak terkait, sehingga direkomendasikan adanya
program edukasi yang lebih intensif.

Penelitian oleh Anwar et al. (2019) membahas peran mahasiswa dalam membantu
pengusaha mikro kecil dalam proses perizinan usaha dan menemukan bahwa
keterlibatan mahasiswa dalam program KKS dapat mempercepat proses administrasi
serta meningkatkan pemahaman pengusaha mengenai legalitas usaha. Pratama dan
Kartika (2021) meneliti bagaimana keterlibatan lembaga pendamping dapat
mempercepat pengurusan legalitas usaha, di mana mereka menekankan pentingnya
kolaborasi antara lembaga pendamping, pemerintah, dan masyarakat. Studi oleh Sari
dan Santoso (2020) mengidentifikasi penghalang utama dalam mendapatkan Sertifikat
Halal, salah satunya adalah kurangnya pendampingan dari pihak yang berkompeten,
sehingga studi ini menyarankan pemberian informasi yang lebih jelas serta
pendampingan langsung.

Penelitian ini memiliki beberapa kebaharuan yang membedakannya dengan
penelitian sebelumnya. Salah satu kebaharuan utama dalam penelitian ini adalah fokus
pada peran mahasiswa Kuliah Kerja Sosial (KKS) dalam memberikan arahan kepada
pengusaha mikro kecil di Desa Pugung Raharjo.
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Selain itu, penelitian ini dilakukan secara spesifik di Desa Pugung Raharjo yang
memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, sehingga memberikan kontribusi baru
dengan mengeksplorasi masalah dan solusi yang dihadapi oleh pengusaha di desa
tersebut. Dengan berbagai kebaharuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan model penyediaan
panduan bagi pengusaha mikro kecil di daerah desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Asset-
Based Community Development (ABCD) untuk memahami bagaimana kolaborasi antara
lembaga pendamping, mahasiswa Kuliah Kerja Sosial (KKS), dan pengusaha mikro di
Desa Pugung Raharjo dapat meningkatkan kepatuhan terhadap legalitas usaha, seperti
kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Pendekatan ini
menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang
sudah ada untuk mengatasi masalah. Mahasiswa KKS bekerja sama dengan pengusaha
untuk memetakan dan mengoptimalkan aset lokal, seperti keterampilan pengolahan
produk dan jaringan usaha, guna memperlancar proses pengurusan legalitas.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik,
Kabupaten Lampung Timur, yang memiliki potensi besar dalam sektor usaha mikro kecil
berbasis produk lokal. Sayangnya, banyak pengusaha di desa ini belum memahami
pentingnya legalitas usaha, sehingga perlu adanya pendampingan agar mereka dapat
mengakses pasar yang lebih luas. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber
primer berupa wawancara mendalam dengan pengusaha mikro kecil, mahasiswa KKS,
dan pihak terkait seperti kepala desa serta lembaga pendamping. Sementara itu, data
sekunder dikumpulkan dari dokumentasi laporan kegiatan pendampingan, data
pengurusan NIB dan Sertifikat Halal, serta studi literatur terkait regulasi usaha di
Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam untuk
menggali pengalaman pengusaha terkait pengurusan legalitas usaha, observasi
partisipatif di mana peneliti terlibat langsung dalam proses pendampingan, serta
dokumentasi dari laporan kegiatan dan formulir pengurusan legalitas. Pendekatan ini
memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan yang dihadapi pengusaha serta
efektivitas pendampingan yang dilakukan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis
menggunakan teknik analisis tematik, yang mengelompokkan informasi ke dalam tema
utama seperti tantangan pengusaha dalam memperoleh legalitas, peran mahasiswa KKS
dalam pemberdayaan, serta dampak pendampingan terhadap kepatuhan legalitas usaha.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi
dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan data sekunder. Hal ini
bertujuan untuk meningkatkan akurasi serta kredibilitas data yang dikumpulkan agar
temuan penelitian lebih dapat diandalkan. Penelitian ini juga dilakukan secara
sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penelitian, pengumpulan data
melalui wawancara dan observasi, analisis data menggunakan teknik analisis tematik,
serta penyusunan laporan berdasarkan hasil penelitian.

Ikhwannudin et al. 52



Kolaborasi Lembaga Pendamping dan Mahasiswa KKS Membantu Pengusaha Desa Pugung Raharjo...

Subjek penelitian terdiri dari beberapa pihak, termasuk pengusaha mikro kecil di
Desa Pugung Raharjo yang mendapatkan pendampingan, mahasiswa KKS Universitas
Ma’arif Lampung yang berperan sebagai pendamping, serta lembaga pendamping
seperti pihak KUA Kecamatan Sekampung Udik yang memberikan dukungan dan arahan
dalam pengurusan legalitas usaha. Selain itu, Pemerintah Desa Pugung Raharjo juga
turut berperan sebagai mediator dalam memperoleh informasi dan mendukung
pelaksanaan program kerja. Pihak pengelola Cagar Budaya Taman Purbakala dan
LAMPUTALA juga terlibat dalam menyediakan lokasi dan fasilitas yang mendukung
terlaksananya program ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Pendampingan Pengusaha Mikro di Desa Pugung Raharjo

Pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Sosial (KKS)
Universitas Ma'arif Lampung di Desa Pugung Raharjo bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman pengusaha mikro kecil tentang pentingnya legalitas usaha, khususnya
dalam hal kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Proses
pendampingan ini menghasilkan beberapa temuan yang dapat digolongkan dalam
beberapa tema besar, yaitu pemahaman pengusaha terhadap NIB dan Sertifikat Halal,
proses administrasi, serta dampak yang dirasakan oleh pengusaha setelah memperoleh
legalitas usaha.

Pendampingan yang diberikan kepada pengusaha mikro kecil di Desa Pugung
Raharjo telah berhasil meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya
memiliki NIB dan Sertifikat Halal. Sebelum pendampingan, banyak pengusaha yang
kurang paham tentang manfaat memiliki legalitas usaha tersebut, seperti meningkatkan
kepercayaan konsumen dan memperluas pasar produk mereka. Melalui kegiatan
sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKS, pengusaha kini menyadari bahwa NIB
adalah bukti sah bahwa usaha mereka terdaftar dan memenuhi syarat untuk beroperasi
di Indonesia, sedangkan Sertifikat Halal sangat penting untuk memenuhi kebutuhan
konsumen yang mengutamakan kehalalan produk, terutama di pasar yang mayoritas
berpenduduk Muslim.

Selain pemahaman yang meningkat, pengusaha juga menghadapi tantangan
dalam proses administrasi pengurusan NIB dan Sertifikat Halal yang dianggap rumit.
Banyak pengusaha yang merasa bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana atau
siapa yang dapat memberikan bimbingan terkait prosedur tersebut. Namun, dengan
adanya pendampingan langsung dari mahasiswa KKS, pengusaha mulai merasa lebih
yakin dan terbantu dalam mengurus dokumen yang diperlukan. Mahasiswa KKS
berperan sebagai mediator yang memandu pengusaha dalam memahami langkah-
langkah yang harus diambil, mengisi formulir pengajuan, serta menjelaskan persyaratan
yang dibutuhkan, sehingga memperlancar proses pengurusan legalitas usaha yang
sebelumnya terhambat.

Setelah berhasil memperoleh NIB dan Sertifikat Halal, pengusaha mulai
merasakan dampak positif yang signifikan terhadap usaha mereka. Kepercayaan
konsumen terhadap produk mereka meningkat, karena sertifikasi tersebut memberikan
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jaminan kualitas dan keaslian produk. Beberapa pengusaha yang sebelumnya hanya
menjual produk mereka di pasar lokal kini mulai melirik pasar yang lebih luas, baik di
tingkat provinsi maupun nasional. Mereka merasa lebih percaya diri untuk memasarkan
produk mereka kepada konsumen yang lebih banyak, yang menginginkan produk
dengan kualitas dan kehalalan yang terjamin.

2. Pemberdayaan Melalui Pendekatan Asset-Based Community Development
(ABCD)

Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) terbukti efektif dalam
pemberdayaan pengusaha mikro kecil di Desa Pugung Raharjo. Pendekatan ini
menekankan pada pemanfaatan potensi lokal yang sudah ada, seperti keterampilan
pengolahan produk dan jaringan yang dimiliki oleh pengusaha, untuk mengatasi
masalah yang dihadapi terkait legalitas usaha.

Salah satu keberhasilan pendekatan ABCD dalam pemberdayaan pengusaha
mikro kecil di Desa Pugung Raharjo adalah pengenalan potensi lokal yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperlancar proses
administrasi. Sebelum pendampingan, banyak pengusaha yang tidak mengetahui bahwa
produk lokal dapat dioptimalkan untuk memenuhi standar halal. Setelah diberikan
edukasi, mereka mulai melakukan riset lebih lanjut mengenai bahan baku yang dapat
mereka olah, sehingga produk mereka bisa memenuhi persyaratan halal. Mahasiswa
KKS juga memberikan informasi mengenai peluang pasar bagi produk halal, yang
membuka kesempatan lebih besar untuk pengusaha dalam menjangkau konsumen.
Selain itu, pengusaha di desa tersebut mulai saling berbagi pengalaman tentang cara-
cara baru dalam mengelola usaha mereka, memanfaatkan jaringan komunitas, serta
mendayagunakan sumber daya lokal untuk memperkuat pasar mereka, baik secara
langsung maupun melalui platform digital yang menghubungkan mereka dengan
konsumen lebih luas.

Peran mahasiswa KKS dalam pendampingan ini sangat penting, tidak hanya
membantu dalam aspek administratif, tetapi juga memberikan edukasi dan pengetahuan
terkait regulasi yang ada. Sebagai penghubung antara pengusaha dan lembaga terkait,
mahasiswa KKS membantu mengatasi ketidakpastian dan kebingungan yang sering
dialami oleh pengusaha mengenai pengurusan legalitas usaha. Mereka menjelaskan
proses administratif yang rumit dengan cara yang lebih mudah dipahami dan membantu
pengusaha agar dapat mengikuti prosedur yang benar. Keberadaan mahasiswa KKS
memungkinkan pengusaha untuk lebih memahami pentingnya legalitas usaha dalam
mendukung keberlanjutan usaha mereka.
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Gambar 2. UMKM Tas Rajut

Pendampingan yang diberikan oleh mahasiswa KKS tidak hanya terbatas pada
pengajuan dokumen legalitas usaha, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih
mendalam mengenai manfaat dari memiliki NIB dan Sertifikat Halal. Mahasiswa KKS
memberikan arahan yang jelas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk
mendapatkan kedua legalitas tersebut dan memastikan bahwa pengusaha memahami
pentingnya legalitas ini dalam meningkatkan daya saing produk mereka di pasar.
Dengan pendekatan yang bersifat langsung dan praktis, mahasiswa KKS berhasil
membimbing pengusaha untuk mengurus dokumen yang diperlukan dan meningkatkan
kesadaran mereka tentang dampak positif yang dapat diperoleh dari memiliki legalitas
usaha yang sah.

-
g A~

Gambar 3. Prosedur Gamabar 4. Kerj Sama  Gambar 5. Mendapat NIB
pendampingan KUA dan halal

Berdasarkan hasil yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara
lembaga pendamping, mahasiswa KKS, dan pengusaha mikro kecil di Desa Pugung
Raharjo memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap
regulasi, khususnya terkait dengan kepemilikan NIB dan Sertifikat Halal. Pendampingan
ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan
pemahaman pengusaha tentang pentingnya legalitas usaha dalam membuka peluang
pasar yang lebih luas.
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Gambar 7. Pengarahan UMKM pejabat

Gambar 6. Gebyar KKS

Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) terbukti efektif dalam
memberdayakan pengusaha mikro kecil dengan memanfaatkan potensi lokal dan
mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kolaborasi ini dapat menjadi model
pemberdayaan yang dapat diterapkan di desa-desa lain untuk meningkatkan daya saing
produk lokal dan mempercepat proses pengurusan legalitas usaha.

Legalitas usaha merupakan aspek fundamental dalam pengembangan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha
(NIB) dan sertifikat halal tidak hanya memenuhi persyaratan hukum tetapi juga
membuka akses ke pasar yang lebih luas serta meningkatkan kepercayaan konsumen
(Zuhro et al.,, 2023). Namun, banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam
memperoleh legalitas tersebut, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur dan
keterbatasan sumber daya (Yuwita et al.,, 2021).

Pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha menjadi solusi efektif untuk
mengatasi hambatan tersebut. Program pendampingan yang melibatkan mahasiswa
Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau Kuliah Kerja Sosial (KKS) telah menunjukkan hasil positif
dalam membantu UMKM memahami dan memenuhi persyaratan legalitas (Arlofa et al,,
2023). Melalui pendekatan ini, pelaku usaha mendapatkan edukasi mengenai
pentingnya legalitas dan dibantu dalam proses administratif sehingga meningkatkan
daya saing usaha mereka (McKnight & Russell, 2018).

Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) juga diterapkan dalam
pendampingan UMKM. Metode ini menekankan pemberdayaan komunitas dengan
memanfaatkan aset dan potensi yang sudah ada di masyarakat. Dengan demikian,
pelaku usaha didorong untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber daya lokal
dalam mengembangkan usahanya (Haines, 2014).

Dampak dari legalitas usaha terhadap daya saing produk sangat signifikan.
Produk yang telah memiliki NIB dan sertifikat halal lebih mudah diterima di pasar
modern dan memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar internasional
(Widayanto et al., 2020). Selain itu, legalitas usaha meningkatkan kredibilitas dan
kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, sehingga meningkatkan potensi
ekspansi bisnis mereka (Maulida Zuhro et al., 2023).

Sebagai contoh, pendampingan pada produk keripik tempe menunjukkan bahwa
setelah memperoleh sertifikat halal dan NIB, produk tersebut mengalami peningkatan
permintaan dan akses pasar yang lebih luas (Arlofa et al., 2023). Hal ini menunjukkan
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bahwa legalitas usaha berperan penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal
dan memperkuat ekonomi desa (Yuwita et al., 2021).

Namun, implementasi program pendampingan tidak lepas dari berbagai kendala.
Beberapa di antaranya adalah resistensi dari pelaku usaha dalam mengikuti prosedur
legalitas, keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan sosialisasi, serta
kurangnya dukungan kebijakan yang memadai bagi UMKM (McKnight & Russell, 2018).
Kendala-kendala ini perlu ditangani dengan pendekatan strategis agar UMKM dapat
lebih mudah mendapatkan legalitas usaha yang diperlukan.

Kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah, dan lembaga pendamping menjadi
kunci keberhasilan dalam mendukung legalitas usaha UMKM. Sinergi ini mempercepat
proses pengurusan legalitas dan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pelaku
usaha mengenai pentingnya legalitas dalam pengembangan bisnis mereka (Nurture
Development, n.d.). Selain itu, dukungan dari berbagai pihak membantu memastikan
keberlanjutan program pendampingan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi
UMKM.

Implikasi sosial dan ekonomi dari legalitas usaha sangat luas. Dengan
meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki legalitas, terjadi peningkatan pendapatan,
penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekosistem bisnis lokal. Selain itu,
kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal juga meningkat, yang pada akhirnya
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Haines, 2014).

Untuk pengembangan program pendampingan di masa depan, disarankan agar
pendekatan yang lebih holistik diterapkan, termasuk peningkatan kapasitas sumber
daya manusia, penyediaan informasi yang lebih luas tentang prosedur legalitas, serta
penguatan dukungan kebijakan dari pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan
bahwa UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi
(McKnight & Russell, 2018).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pendamping dan
mahasiswa Kuliah Kerja Sosial (KKS) berperan signifikan dalam meningkatkan
kepatuhan pengusaha mikro kecil di Desa Pugung Raharjo terhadap kewajiban legalitas
usaha, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Melalui
pendampingan yang dilakukan, sekitar 75% pengusaha berhasil mengurus dokumen
legalitas yang sebelumnya belum mereka miliki, yang pada akhirnya membuka peluang
untuk mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk lokal.
Selain itu, pendampingan ini juga meningkatkan pemahaman pengusaha mengenai
manfaat legalitas usaha, di mana sekitar 70% pengusaha menjadi lebih sadar akan
pentingnya kepemilikan NIB dan Sertifikat Halal. Kepercayaan konsumen terhadap
produk lokal pun meningkat, dengan lebih dari 80% konsumen merasa lebih yakin
membeli produk yang telah tersertifikasi.

Meskipun pendampingan ini terbukti efektif, masih terdapat tantangan yang
dihadapi, seperti biaya pengurusan dokumen dan pemahaman terhadap prosedur
administrasi yang masih menjadi kendala bagi beberapa pengusaha. Namun, bantuan
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praktis dari mahasiswa KKS sangat membantu dalam mengatasi hambatan tersebut.
Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara lembaga
pendamping dan mahasiswa KKS berkontribusi dalam mempercepat proses
administrasi dan meningkatkan kesadaran pengusaha tentang pentingnya legalitas
usaha. Dampak jangka panjang dari program ini diharapkan dapat meningkatkan daya
saing produk lokal dari Desa Pugung Raharjo serta memperkuat posisi mereka di pasar
yang lebih luas.

Berdasarkan hasil pembahasan, beberapa rekomendasi untuk pengusaha mikro
kecil di Desa Pugung Raharjo antara lain adalah meningkatkan kesadaran dan
pemahaman tentang pentingnya NIB dan Sertifikat Halal melalui program edukasi dan
sosialisasi yang lebih intensif, memberikan pelatihan serta bimbingan mengenai
penggunaan teknologi dan platform online untuk pengurusan legalitas usaha, serta
mendorong kolaborasi antar pengusaha untuk saling berbagi pengetahuan dan
pengalaman dalam mengurus legalitas usaha. Pendampingan yang berkelanjutan dan
dukungan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa KKS dan lembaga terkait, akan
sangat membantu pengusaha mikro kecil di desa tersebut dalam mencapai kesuksesan
dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang lebih luas.
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